
 

 

BUPATI KLATEN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KLATEN 

NOMOR  42 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 29 TAHUN 

2022 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP 

DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI JADI 

KABUPATEN KLATEN KE-218 DAN HARI KEMERDEKAAN  

REPUBLIK INDONESIA KE-77  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KLATEN, 

 

Menimbang :  a. bahwa untuk mendukung kebijakan nasional dalam 

rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik 

Indonesia ke-77 dengan tema “Pulih Lebih Cepat dan 

Bangkit Lebih Kuat”, maka Pemerintah 

Daerahmemberikan perpanjangan penghapusan 

sanksi Administrasi terhadap denda Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada 

Masyarakat di Kabupaten Klaten; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Klaten Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penghapusan 

Sanksi Administrasi Terhadap Denda Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada 

Masyarakat Dalam Rangka Memperingati Hari Jadi 

Kabupaten Klaten Ke-218 dan Hari Kemerdekaan 

Republik Indonesia Ke-77; 

 

SALINAN 



Mengingat :   1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau 

Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6516); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam 

rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 



Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6516); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5950); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 

2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten 

Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 72); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten 

(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Klaten Nomor 218); 

 

 

15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2012 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 



Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten 

Tahun 2012 Nomor 25); 

16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 

tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32); 

17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 72 Tahun 2021 

tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, 

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten (Berita 

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 72); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN 

NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG PENGHAPUSAN 

SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP DENDA PAJAK BUMI 

DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA 

MEMPERINGATI HARI JADI KABUPATEN KLATEN KE-

218 DAN HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA 

KE-77. 

 

Pasal I 

Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Klaten Nomor 29 Tahun 2022 

tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Terhadap Denda Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Masyarakat Dalam 

Rangka Memperingati Hari Jadi Kabupaten Klaten Ke-218 dan Hari 

Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-77 (Berita Daerah Kabupaten Klaten 

Tahun 2022 Nomor 29) diubah sebagai berikut: 

 

 

 

Pasal 4 

Pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 

31 Desember 2022. 



Telah Dikoreksi Tanggal Paraf 

Sekretaris Daerah   

Ass. Administrasi Umum   

Ka. Bag. Hukum   

Ka. BPKPAD   

Ka. Bid.PAD   

Subkoordinator Pengembangan dan 
Pelayanan 

  

 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Klaten. 

 

 

Ditetapkan di Klaten 

pada tanggal 4 Oktober 2022 

 

BUPATI KLATEN, 

Cap 

 ttd 

SRI MULYANI 

 

 

Diundangkan di Klaten 

pada tanggal 4 Oktober 2022 

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, 

Cap 

 ttd 

JAJANG PRIHONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 42 

 

Salinan Sesuai dengan Aslinya  

a.n  SEKRETARIS DAERAH 

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT 

u.b 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

             Cap 

  ttd 

Sri Rahayu, SH, MHum 

Pembina Tingkat I  
NIP. 19700902 199903 2 001 

 


